
 

 

Regulasi pada Keamanan Transaksi Digital dan Fintech: Tantangan 
dan Implementasi di Era Digital  

 

Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, keamanan dalam 
transaksi keuangan telah menjadi isu sentral bagi pemerintah, regulator, 
dan masyarakat global. Meningkatnya adopsi teknologi finansial (fintech) 
dan e-commerce membawa banyak manfaat, seperti kemudahan akses, 
efisiensi, dan inklusi keuangan. Namun, risiko keamanan data, penipuan, 
dan kejahatan siber juga meningkat, memaksa pemerintah di berbagai 
negara untuk mengambil tindakan tegas. Artikel ini membahas dua aspek 
utama dari regulasi keamanan transaksi digital, yaitu pengawasan 
terhadap fintech dan keamanan transaksi e-commerce, dengan contoh 
dan pengaplikasiannya di tingkat global. 

 

Apa Itu Fintech? 

Fintech adalah singkatan dari financial technology yang berarti teknologi 
keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech adalah inovasi teknologi yang 
dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa 
dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. 

 

Pengawasan terhadap Fintech 

 

Fintech adalah inovasi teknologi yang merevolusi layanan keuangan 
tradisional dengan menyediakan platform pembayaran digital, pinjaman 
online, investasi, dan berbagai produk keuangan lainnya. Meningkatnya 
popularitas fintech di seluruh dunia telah mendorong regulator untuk 
memastikan bahwa layanan ini tetap aman dan transparan bagi 
pengguna. 

 

Perkembangan Fintech di Indonesia 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya 
perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan 
fintech di Indonesia. Teknologi fintech Indonesia dimulai tahun 2006, 



namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang 
ini. 

 

Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka 
kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. 
Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan 
begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. 

 

Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi fintech 
syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas 
dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah 
Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. 

 

Regulasi Fintech di Indonesia 

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) 
memainkan peran penting dalam mengawasi fintech. Beberapa langkah 
yang diambil oleh OJK dan BI meliputi:   

- Pendaftaran dan Perizinan:Semua perusahaan fintech wajib terdaftar 
dan mendapatkan izin dari OJK.   

- Pengelolaan Risiko: Regulator mewajibkan fintech untuk menerapkan 
manajemen risiko yang mencakup perlindungan data pengguna.   

- Kepatuhan terhadap AML dan CFT: Perusahaan fintech harus mematuhi 
aturan Anti-Money Laundering (AML) dan Combating the Financing of 
Terrorism (CFT) untuk mencegah penyalahgunaan layanan mereka. 

 

Pengaplikasian Regulasi Fintech di Uni Eropa 

Uni Eropa (UE) menerapkan Payment Services Directive 2 (PSD2), yang 
mengatur layanan pembayaran digital. Regulasi ini memastikan bahwa 

penyedia layanan fintech memenuhi standar keamanan yang tinggi, 
seperti otentikasi pelanggan yang kuat (Strong Customer Authentication). 
PSD2 juga mendorong inovasi dengan membuka akses data bank 
kepada pihak ketiga melalui Application Programming Interfaces (API).   

Pengaplikasiannya terlihat pada platform seperti Revolut dan 
TransferWise, yang telah memanfaatkan regulasi ini untuk menyediakan 
layanan keuangan yang inovatif dan aman. 



 

Pengaplikasian dalam Kehidupan Nyata  

Salah satu contoh pengaplikasian pengawasan fintech adalah di India 
dengan Unified Payments Interface (UPI). Diluncurkan oleh National 
Payments Corporation of India (NPCI), UPI menyediakan platform 
pembayaran digital yang aman dan mudah digunakan. Pemerintah India, 
melalui Reserve Bank of India (RBI), memastikan bahwa semua aplikasi 
UPI mematuhi standar keamanan data dan enkripsi.   

 

 

Keamanan Transaksi E-Commerce 

 

Keamanan e-commerce adalah serangkaian panduan yang memastikan 
transaksi online yang aman. Sama seperti toko fisik yang berinvestasi 
pada petugas keamanan atau kamera untuk mencegah pencurian, toko 
online perlu melindungi diri dari serangan siber. Menurut Laporan 
Keamanan Global Trustwave 2020 , industri ritel merupakan sektor yang 
paling banyak menjadi sasaran serangan siber. 

 

E-commerce telah menjadi salah satu sektor paling berkembang di dunia 
digital. Platform seperti Amazon, Alibaba, dan Tokopedia mempermudah 
jutaan orang untuk berbelanja secara online. Namun, lonjakan transaksi 
e-commerce juga meningkatkan risiko penipuan, peretasan, dan 
pencurian data. 

 

Regulasi Keamanan E-Commerce di Indonesia  

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk 
meningkatkan keamanan transaksi e-commerce, termasuk:   

- Undang-Undang ITE: UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik mengatur aspek hukum transaksi digital dan 
memberikan sanksi bagi pelanggaran keamanan.   

- Peraturan Kominfo: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
mewajibkan platform e-commerce untuk menjaga kerahasiaan data 
pengguna dan menerapkan standar keamanan teknologi informasi.   

 



Contoh Regulasi Keamanan E-Commerce di Amerika Serikat 

Di Amerika Serikat, Federal Trade Commission (FTC) bertanggung jawab 
atas perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. FTC 
mengharuskan platform seperti eBay dan Shopify untuk 
mengimplementasikan langkah-langkah keamanan, seperti enkripsi 
SSL/TLS dan sistem deteksi penipuan.   

Selain itu, California Consumer Privacy Act (CCPA) memberikan hak 
kepada konsumen untuk mengontrol data pribadi mereka, yang menjadi 
langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan keamanan di 
sektor e-commerce. 

 

Pengaplikasian dalam Kehidupan Nyata 

Amazon, salah satu raksasa e-commerce global, telah mengadopsi 
teknologi keamanan canggih untuk melindungi transaksi pelanggan. 
Sistem mereka mencakup otentikasi dua faktor, enkripsi data ujung ke 
ujung, dan deteksi penipuan berbasis AI. Langkah-langkah ini tidak hanya 
memastikan keamanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan 
pelanggan. 

 

 

Tantangan dan Solusi 

 

Tantangan 

1. Evolusi Teknologi: Teknologi berkembang lebih cepat daripada regulasi, 
membuat regulator kesulitan untuk mengikuti perkembangan.   

2. Keamanan Data: Banyak platform gagal melindungi data pengguna 
secara memadai, seperti yang terlihat dalam kasus kebocoran data besar-
besaran di Facebook pada 2019.   

3. Kurangnya Edukasi Konsumen: Banyak pengguna belum sepenuhnya 
memahami risiko dalam transaksi digital. 

 

Solusi  

1. Kolaborasi Internasional: Regulator dari berbagai negara perlu bekerja 
sama untuk mengembangkan standar global bagi keamanan transaksi 
digital.   



2. Peningkatan Edukasi: Pemerintah dan perusahaan perlu memberikan 
edukasi kepada konsumen tentang cara melindungi data pribadi mereka.   

3. Penerapan Teknologi Keamanan: Penggunaan blockchain, enkripsi 
end-to-end, dan teknologi berbasis AI dapat membantu meningkatkan 
keamanan transaksi digital. 

 

 

Kesimpulan  

 

Regulasi dalam keamanan transaksi digital, baik di sektor fintech maupun 
e-commerce, memainkan peran penting dalam melindungi konsumen dan 
memastikan kepercayaan dalam ekosistem digital. Pengalaman global 
menunjukkan bahwa pendekatan yang terintegrasi dan adaptif diperlukan 
untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang. Dengan 
pengawasan yang efektif dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, 
masa depan transaksi digital dapat menjadi lebih aman dan inklusif. 
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